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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafuru pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam memberantas IUU Fishing pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kondisi strategis Indonesia yang memiliki sumberdaya melimpah dalam sektor perikanan mengalami penurunan stok ikan yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan maraknya terjadi illegal fishing di perairan Indonesia yang luas. Ancaman yang datang dari kapal-kapal asing menganggu kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Dengan  menggunakan teori geopolitik yang berkaitan dengan geostrategi dan keamanan maritim. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data  penelitian berbasis dokumen melalui penjabaran secara deskriptif dan menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka. Melalui analisis dari upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Laut Arafuru pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, peneliti menemukan bahwa Kebijakan pemberantasan tindak Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat Satuan Tugas 115 dalam mengamankan laut, selain itu dibuatnya peraturan menteri no 56 tahun 2014 yaitu moratorium izin kapal eks asing, serta peraturan menteri no. 57 tahun 2014 yang melarang tentang alih bongkar muatan (transshipment) di tengah laut. Kebijakan tersebut sangat optimal sehingga membuat wilayah Perairan Indonesia bebas dari kapal-kapal asing illegal. 
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ABSTRACT

This study aimed to address the attempt of eradicating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Arafuru Sea during President Joko Widodo’s reign. This research was intended to find out how Indonesia’s attempt is in eradicating IUU Fishing during President Joko Widodo’s reign. Indonesia’s strategic condition with abundant resource in fishing sector encounters very significant decrease in fish stock; it is because the illegal fishing commonly occurring in Indonesian broad waters. The threats coming from foreign ships disrupt Indonesian maritime sovereignty and security. This research was conducted using geopolitical theory related to geostrategy and maritime security. The research method employed in this study was a qualitative research method. The data used was secondary data. Techniques of collecting data used were documentation and library study with descriptive elaboration. From the analysis on the attempt of eradicating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Arafuru Sea during President Joko Widodo’s reign, the author found that the Policy of Eradicating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing during President Joko Widodo’s reign included establishing Task Force 115 in securing the sea, developing Minister’s Regulation No.56 of 2014 about moratorium of ex-foreign ship license, Minister Regulation No.57 of 2014 prohibiting the transshipment in the mid of sea. Those policies were very optimal thereby relieving Indonesian waters area from illegal foreign ships.  

Keywords: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, maritime security, Arafuru Sea 
PENDAHULUAN

Laut Indonesia memiliki peran strategis sebagai pemasok produk perikanan terbesar dunia yang semakin terancam, karena banyak terjadi kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, yaitu berupa pencurian ikan laut serta aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan Indonesia. Dampaknya terdapat pada penurunan jumlah hasil tangkapan ikan oleh para  nelayan terutama para nelayan tradisional,disamping itu daerah penangkapan ikan juga menjadi semakin meluas ke laut lepas. Akibatnya alat tangkap seperti pukat dan cantrang menjadi pilihan para nelayan yang tidak ramah lingkungan.
Indonesia sudah banyak menelan kerugian dalam praktik IUU Fishing, kerugian tersebut mencapai Rp 300 triliun per tahun. Tingginya volume dan nilai produksi perikanan nasional juga tidak bersamaan dengan meningkatnya nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasok dari sumber daya ikan dan non sumber daya ikan. Dimana, total target PNBP perikanan yang ditetapkan dalam APBN 2005- 2013 tidak pernah melebihi Rp 300 miliar. Adapun realisasi PNBP yang berasal dari perikanan tangkap cenderung stagnan sejak tahun 2009 yakni sebesar Rp 150 miliar. (kkp.go.id)

IUU Fishing juga merupakan global crime, tidak saja tindak pidana perikanan tetapi menyangkut perbudakan, perdagangan manusia, penyulundupan hewan, narkoba dan lain lain. Juga menyangkut masalahan garis batas negara, hal ini berkaitan dengan para nelayan tradisional melampaui garis batas negara lain. (KKP,2015:15) Kendala dalam pemberantasan IUU Fishing karena kurang memadainya instrumen hukum, karena tidak terdapat pasal yang mengatur hak pengecekan di laut kepada petugas hukum pada Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kemudian semakin parah karena kurangnya penegakan  hukum dan proses lama untuk penyelesaian per kasus yang dikerjakan oleh Penegak Hukum dimulai dari Penyelidikan, Penuntutan dan Keputusan Pengadilan. Dukungan sarana dan prasarana dalam melakukan penjagaan dan penegakan hukum di laut juga sangat lemah, baik dari teknologinya maupun sumber daya manusianya. (https://ojs.kejaksaan.go.id/index.php/binaadhyaksa/article/download/95/70)

Terdapat ancaman-ancaman yang muncul, terutama IUU Fishing yang memiliki kerugian besar bagi Indonesia, pada kasus ini peneliti menekankan mengenai pencurian ikan yang terjadi di Laut Arafuru. Dalam hal ini, Satelit Radarsat memantau, kapal ikan yang berada di Laut Arafuru rata-rata mencapai 12.120 kapal per tahun dengan bobot kapal sebesar total 14,45 juta gross tonnage (GT). Adanya kegiatan tersebut menyebabkan kerugian negara dampak dari illegal fishing di Perairan Arafuru yang dianalisa melalui Satelit Radarsat, ada 8.484 unit kapal melakukan aktivitas illegal fishing dalam satu tahun. (https://finance.detik.com)
Dengan latar belakang data tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya Indonesia memberantas IUU Fishing di Laut Arafuru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia berkomitmen untuk memberantas permasalahan IUU Fishing tersebut dengan tegas. Pada masa Pemerintahan Presiden  Joko Widodo, IUU Fishing disikapi dengan serius dan melibatkan perangkat negara seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta TNI Angkatan Laut karena saat ini Indonesia dalam visi pembangunan pemerintahannya digambarkan dalam poros maritim dunia sebagai sebuah visi untuk melakukan pembaharuan Indonesia menjadi kekuatan maritim dengan memanfaatkan keunggulan geografis serta kegiatan maritim regional dan sumber daya maritim untuk pembangunan bangsa. Dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama sektor laut maka Indonesia membuat kebijakan dalam menangani ancaman-ancaman atau masalah yang muncul di wilayah laut Indonesia. Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk memberantas masalah IUU Fishing sebagai alat tercapainya Poros Maritim Dunia.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Susan E. Wyse dalam buku “Metode Penelitian Hubungan Internasional” Umar Suryadi Bakry (2016: 17), Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang lebih bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (understanding) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif  untuk memahami dan mendapatkan penjelasan bagaimana Upaya pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafuru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan dokumen sekunder dalam mencari sumber data yang berupa buku, jurnal, artikel, media cetak maupun elektronik dalam menganalisis topik masalah yang akan diteliti. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upaya Indonesia dalam memberantas IUU Fishing di Laut Arafuru pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini melalui dokumen seperti MoU dan UU yang mengatur tentang Perikanan serta penelusuran data secara online.  Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah maritim Indonesia memiliki pengaruh besar pada dinamika kemaritiman Indonesia, terutama pada kekuatan maritim yang sudah diwariskan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya kemudian berlanjut hingga Majapahit. Wilayah laut Indonesia yang merupakan dua pertiga bagian dari Negara Indonesia memberikan dampak yang sangat kuat dalam pemanfaatan kekayaan laut Indonesia. Kekuasaan laut yang sudah diwariskan sejak masa pra kolonialisme membuat Indonesia bertumpu pada sektor maritimnya, tetapi hal itu semakin hilang sejak masa kolonialisme menjajah Indonesia. 

Indonesia telah dijajah oleh bangsa Eropa selama tiga setengah abad lamanya dan menghilangkan ciri bangsa Indonesia yang berorientasi kemaritiman. Masa penjajahan kolonial membuat bangsa Indonesia merubah orientasi tumpuan kekuatan negara yang tadinya maritim menjadi kearah sektor daratan. Laut tidaklah menjadi jalur penghubung melainkan menjadi pemisah antar pulau-pulau yang ada di nusantara. Perubahan orientasi ke daratan membuat persediaan sumber daya alam semakin habis dan tidak dapat diperbaharui, oleh sebab itu sangatlah penting pembaharuan orientasi yang kembali lagi pada negara berkekuatan maritim. 

Pada masa setelah penjajahan, Indonesia berhasil merdeka dan dipimpin oleh presiden pertama Ir. Soekarno. Kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Dalam mewujudkan dan mendukung keinginan Presiden Soekarno untuk menjadikan negara yang berkekuatan maritim maka Perdana Menteri Djuanda membuat deklarasi yang dinamakan Deklarasi Djuanda. Pada 13 Desember 1957 lahirlah konsep wawasan nusantara yang dituangkan didalam Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda ini tidak lagi melihat laut sebagai alat pemisah seperti pada masa penjajahan, tetapi menjadikan laut sebagai alat penghubung dan pemersatu bangsa. Luas wilayah laut Indonesia pun bertambah dari 3 mil menjadi 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulaupulau Negara Republik Indonesia serta zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis pantai. (Suparlan, 2011, “Perjuangan Penetapan Batas Wilayah Perairan Laut di Indonesia” No. 1)
Pasca masa kolonial, Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk membangun dan mengembangkan kekuatan maritim. Pada kenyataannya belum banyak perubahan yang terjadi untuk memaksimalkan kekuatan maritim Indonesia. Kemunduran sektor maritim Indonesia mulai terlihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan kapal yang berusia di atas 25 tahun menjadi besi tua. Dampak dari kebijakan tersebut membuat kapal Indonesia untuk berhenti beroperasi. Hal ini mengakibatkan maraknya kapal asing yang mendominasi perairan Indonesia. Ketimpangan yang terjadi antara jumlah kapal asing dengan jumlah kapal Indonesia pada tahun 1995 yaitu, jumlah kapal asing tercatat berjumlah 6.397 kapal sedangkan kapal Indonesia berjumlah 5.050 kapal saja. Beberapa periode Indonesia berganti Presiden yang juga lebih terfokuskan ke daratan menjadikan negara ini lupa bahwa memiliki kekuatan laut yang amat besar. 

Terpilihnya  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang fokus pemerintahannya pada aspek maritim merupakan hal yang positif. Hal ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan Bung Karno pada masa itu, maka Presiden Joko Widodo memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia untuk kembali berjaya dan   dihormati negara lain sebagai negara maritim yang besar. 
Data Food and Agriculture Organization tahun 2012, saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga terbesar di dunia dalam bidang produksi perikanan di bawah China dan India. Sekitar 63,49% sumberdaya perikanan Indonesia yang baru dimanfaatkan dari total potensi lestarinya, namun terdapat beberapa wilayah yang mengalami kondisi tangkap lebih (over fishing). Kondisi over fishing disebabkan karena menurunnya kualitas lingkungan laut atau kerusakan dari pencemaran yang terjadi di wilayah laut. Penyebab lainnya adalah karena tingkat penangkapan oleh nelayan yang melampaui batas potensi lestari sumberdaya perikanan.  Permasalahan ini harus disikapi dengan tegas karena apabila tidak dibenahi maka akan terjadi masalah lainnya terhadap sumberdaya perikanan Indonesia seperti halnya IUU Fishing yang marak terjadi disekitar perairan Indonesia. Kerugian besar yang dialami Indonesia karena adanya kegiatan IUU Fishing yaitu menyebabkan para nelayan Indonesia yang kurang sejahtera, kemudian kerugian ekonomi bagi negara dari sektor perikanan yang mencapai 300 trilyun per tahun. (Adysanjaya, 2014:8)

Berdasar pada letak Indonesia yang sangat strategis , tentulah sumberdaya alam yang dimiliki pun sangatlah berlimpah. Seperti hal nya dalam sektor perikanan, Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan persentase lautan dua pertiga dari wilayah nusantara maka sumberdaya perikanan sangatlah melimpah. Dalam hal ini, pembagian wilayah pengelolaan perikanan pun diatur dalam UU No 31 Tahun 2004 yang telah mengalami beberapa perubahan menjadi UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya geostrategis Indonesia menjadikan Pemerintah untuk mengambil langkah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan untuk mendukung dalam pengelolaan wilayahnya. 

Dengan kondisi laut Indonesia yang sangat luas menyebabkan pengawasan yang kurang terorganisir dengan baik. Banyak kasus-kasus penyelundupan narkotika, senjata bahkan perdagangan manusia yang terjadi melalui jalur laut.  Pencurian ikan pun marak terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut serta institusi pemerintah lain yang bersangkutan. Lemahnya hukum yang mengatur tentang pencurian ikan yang belum sepenuhnya dijalankan secara optimal menyebabkan kerugian-kerugian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo memilih untuk berkiblat dalam pemanfaatan sektor laut memiliki gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Langkah-langkah yang diambil dalam upaya mencapai Poros Maritim Dunia salah satunya mulai membenahi dan memberantas pencurian ikan yang terjadi. Menteri Kelautan dan Perikanan juga memiliki beberapa peraturan menteri untuk mendukung Kebijakan Pemberantasan  IUU Fishing.
Laut Arafuru merupakan laut yang berada di wilayah Timur Indonesia merupakan bagian dari paparan sahul yang dibatasi oleh Provinsi Papua sebelah utara serta berbatasan langsung dengan Laut Banda dan Laut Timor. Laut Arafuru juga menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia yang ditetapkan secara nasional oleh Keputusan Menteri Pertanian No. 995/kpts/IK 210/9/99 dengan luas 150.000 km² serta kedalaman mencapai 5 sampai 60 meter. Berdasarkan WPP-RI 718, Laut Arafuru memiliki total potensi 1.992.731 ton. Hal itu terbagi pada potensi ikan pelagis kecil sebanyak 823.328 ton, ikan pelagis besar 489.795 ton, ikan demersal 586.277 ton, ikan karang 30.555 ton, udang paneid 53.502 ton, lobster 386 ton, kepiting 1.507 ton, rajungan 1.911 ton dan cumi-cumi 5.470 ton. (KKP, Laut Masa Depan Bangsa, 2017:63) Potensi perikanan Laut Arafuru yang sangat melimpah, menjadikan laut ini sebagai sasaran kapal-kapal asing untuk mengambil ikan sebanyak-banyaknya di Laut Arafuru. Banyak kapal-kapal asing yang beredar di Laut Arafuru tetapi tidak memiliki surat jalan yang resmi. Pelanggaran yang terjadi di Laut Arafuru membawa kerugian besar 118 triliun per tahun akibat pencurian ikan. (kbr.id/berita/01-2014)
Kasus-kasus IUU Fishing dari tahun 2014 sampai 2017 tercatat banyak terjadi di wilayah Laut Arafuru. Berikut tabel dibawah ini:

	Waktu
	Peristiwa

	6 Desember 2014
	Tiga kapal Manokwari I, KM II, KM III  telah menyalahi aturan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang kemudian SIPI dan SIKPI dicabut karena tidak melaksanakan prosedur dengan baik

	7 Desember 2014
	Ada dua kapal berbendera Papua Nugini yaitu  KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069 melakukan aktivitas pencarian illegal fishing. Kegiatan mereka ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan ditenggelamkan serta diledakkan di Laut Ambon. 

	7 Desember 2014
	22 kapal asal Tiongkok diatas 300 GT ditangkap oleh KKP dan TNI AL di area penangkapan ikan di Perairan Arafura

	16 Desember 2014
	Kapal Perang KRI Sorong menangkap 1 kapal ikan KM Aroma Uli 09 berbendera Indonesia di Laut Arafura

	19 Desember 2014
	8 kapal ilegal ditangkap oleh TNI AL di perariaran Arafura, TNI AL menyita 63 Ton ikan berbagai jenis

	27 desember 2014
	Kapal MV Hai Fa ditangkap sedang mengambil ikan di Merauke. Kapal ini memiliki surat jalan tetapi dianggap tidak layak beroperasi karena seluruh ABK berkewarganegaraan asing (tiongkok)

	14 Agustus 2015
	Kapal Silver Sea 2 terpantau dari satelit Bakamla melakukan kegiatan pengambilan ikan secara illegal  di perairan Arafura dekat Papua Nugini, karena surat izin kapal sudah habis masa berlakunya dan melakukan transshipment atau alih bongkar muatan di tengah laut ke kapal yang lebih besar



	31 juli 2016
	Satgas 115 menangkap 1 kapal ikan bahari nusantara di Perairan Arafura karena menggunakan alat tangkap seperti cantrang trawl yang tidak ramah lingkungan 


Tabel 1. Kasus IUU Fishing Di Laut Arafuru tahun 2014-2017
Berdasarkan tabel diatas, banyaknya kasus pencurian ikan secara illegal, pemalsuan izin dan tidak memenuhi syarat operasional beredarnya kapal serta penggunaan alat tangkap ikan seperti cantrang dan trawl yang dilarang menjadikan penyebab kapal-kapal asing tersebut ditangkap. Penenggelaman dan peledakan kapal yang melanggar peraturan menjadi bukti dari keseriusan Indonesia dalam menangani kejahatan yang terjadi di laut. Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan IUU Fishing membentuk Satuan Tugas Pemberantas 115 yang diresmikan pada tahun 2015. Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut, Polisi Air, dan Kejaksaan Agung untuk mengerahkan pasukan  pengamanan di wilayah-wilayah yang rawan akan tingginya pencurian ikan. Armada kapal pengawas juga ditambah sehingga kegiatan pemberantasan adanya IUU Fishing menjadi lebih optimal. Dalam upaya pemberantasan banyaknya kasus illegal fishing,  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri. Peraturan Menteri No 56 yang membahas tentang moratorium izin kapal eks asing, kemudian Peraturan Menteri No. 57 yang melarang tentang transshipment ataualih bongkar muatan di tengah laut sebagai upaya untukmencegah terjadinya pengambilan ikan yang tidak dilaporkan kepada petugas setempat.

PENUTUP

Upaya pemberantasan tindak IUU Fishing pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo diimplementasikan melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantas no 115 tahun 2015. Satuan tugas ini terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, Polisi Air RI, TNI Angkatan Lautdan Kejaksaan Agung RI. Selain Satgas 115, terdapat juga Peraturan Menteri yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam bentuk Permen KP no. 56 tentang moratorium izin kapal eks asing, kemudian Permen KP no. 57 tentang pelarangan transshipment yang merupakan alih bongkar muatan dengan kapal yang lebih besar di tengah laut. 
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